BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR FO4TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan
fungsi Bendahara Umum Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat
sebagai Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran
2026;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan




10.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir
dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor S5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 Nomor
87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Nomor 88);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor 91);



Menetapkan
KESATU

KEDUA
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Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024
Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas Nomor 104);

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022
Nomor 682);

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor Tahun
2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor
813);

MEMUTUSKAN:

Menujuk Pejabat sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD)
Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini;

BUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam
menjalankan fungsinya mempunyai kewenangan:

a.

b.

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD);
mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD
(DPPA-PD);

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem
penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan
menetapkan Anggaran Kas;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian
jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan daerah;

menyajikan informasi keuangan daerah;

melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal
penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah
(RKUD); dan
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KEEMPAT
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KEDELAPAN

Tembusan :
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k. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan
serta penghapusan barang milik daerah.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud Diktum
KEDUA BUD mempunyai kewenangan lain, yaitu:
mengelola investasi;
mentapkan anggaran kas;
melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
membuka rekening kas umum daerah;
membuka rekening penerimaan;
membuka rekening pengeluaran; dan
menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada Bupati;
Specimen tanda tangan dan paraf Pejabat sebagai
Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan
ini;
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab;
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

®mo a0 o

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal®9 Desember 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

ANENG

Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Bendahara Umum

Daerah di Tarempa.

S

Pimpinan Bank Riau Kepri Syariah Kantor Cabang Anambas Tarempa di Tarempa.




Lampiran
Nomor
Tanggal

: Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
:704 Tahun 2025
:«29 Desember 2025

PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

NO

PENGELOLA KEUANGAN

NAMA/NIP

PANGKAT/GOL

JABATAN

4

BENDAHARA UMUM DAERAH

SYARIF AHMAD, SE., M.Si
NIP. 19770720 201001 1 016

PEMBINA Tk.I/
(IV/b)

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

[ JANEN




